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RENCANA KERJA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan
pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana  Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019,
perlu menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah
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Menetapkan

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1);

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana  Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1328);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKP
Tahun 2015-2019, adalah dokumen perencanaan
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5

(lima) tahun.
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Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen
perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016, yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun
2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional bidang kelautan dan perikanan untuk periode 1
(satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2016.

Pasal 2
Renja KKP Tahun 2016 merupakan dokumen
perencanaan yang menjabarkan Renstra KKP Tahun
2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-
KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
Renja KKP Tahun 2016 merupakan Rencana Kerja tahun
kedua pelaksanaan Renstra KKP Tahun 2015-2019, serta
memuat program, kegiatan, indikator kinerja, dan
indikasi anggaran.
Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan
perikanan tahun 2016 mengacu kepada Renstra KKP
Tahun 2015-2019.
Renja KKP Tahun 2016 dijabarkan lebih rinci dalam
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Renja KKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi unit kerja eselon [ dalam
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

tahun 2016.

Pasal 3
Indikator dan target kinerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2016 sebagai berikut:



2016, No.438

indeks Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan
perikanan sebesar 42;

pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan
sebesar 8%;

persentase kepatuhan (compliance) pelaku wusaha
kelautandan perikanan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebesar 73%;
Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri sebanyak 10
pulau;

nilai pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan
yang berkelanjutan sebesar 0,29%;

nilai peningkatan ekonomi kelautan perikanan
sebesar 0,69%;

produksi perikanan sebesar 26,04 juta ton;

produksi garam rakyat sebesar 3,6 juta ton;

nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 6,82 miliar;
konsumsi ikan sebesar 43,88 kg/kapita;

persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari sektor kelautan dan perikanan sebesar
7,5%;

efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing, dan

berkelanjutan sebesar 76%;

. persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan

perikanan secara akuntabel dan tepat waktu sebesar
65,9%;

tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah
perbatasan sebesar 73%;

indeks kompetensi dan integritas sebesar 75;
persentase unit kerja yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar
50%;

nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan sebesar BB;

nilai kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan

Perikanan sebesar 80-90 (baik); dan
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s. opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan

dan Perikanan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
(2) Program pembangunan kelautan dan perikanan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

a. Program Pengelolaan Ruang Laut;

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

c. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Budidaya;

d. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan;

e. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan;

f. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Kelautan dan Perikanan;

g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;

h. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan;

i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

j.- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Pasal 4
Komponen kegiatan utama yang merupakan prioritas Renja
KKP Tahun 2016 berdasarkan pengelompokan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
sebagaimana tersebut dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Program, Kegiatan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja,
Anggaran, serta Penanggung Jawab Tahun 2016 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



2016, No.438

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/PERMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2016

A. PRIORITAS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019 (Renstra KKP Tahun 2015-2019), Visi KKP Tahun 2015-2019 adalah
menjabarkan arahan Presiden bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa” yaitu
mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasis kepentingan nasional. Misi KKP difokuskan pada Kedaulatan,

Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2016

difokuskan pada:

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan
strategi:

1) Memberantas IUU Fishing, melalui:

a) Penguatan Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing sebagai tindak
lanjut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan secara llegal (lllegal Fishing). Satuan
Tugas (Satgas) tersebut bertugas mengembangkan dan melaksanakan
operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan
ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan
efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan
operasi meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang
dimiliki oleh KKP, TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan
Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi lainnya;

b) Penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing;

c) Penyidikan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
bertujuan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran di bidang

kelautan dan perikanan disamping memberikan efek jera;
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2)

3)

d)

e)

Logistik Detention Center melalui operasional tahanan bagi ABK kapal
yang melakukan IUU Fishing;

Penguatan kerja sama regional dan internasional; dan

f)Penerapan Monitoring, Control and Surveilance (MCS) secara konsisten.

Meningkatkan sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

terintegrasi, melalui:

a)

b)

d)

Penguatan sarana dan prasarana pengawasan melalui pengadaan kapal
pengawas ukuran 140 meter (multiyears) sebanyak satu unit, pesawat
patroli (multiyears) sebanyak enam unit, speedboat pengawas perikanan
sebanyak lima unit, pembangunan shelter officer untuk awak kapal
pengawas di Wilayah Timur (Bitung), peralatan selam bagi Polisi Khusus
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pembangunan
stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tual,
pembangunan kantor, mess operator, gudang barang bukti penyelesaian
tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak sepuluh unit yang
tersebar di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan;

Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawasan melalui
pelatihan teknis 30 PPNS Perikanan, Pelatihan Polisi Khusus Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tingkat lanjutan sebanyak 50
orang;

Pengawasan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan
perikanan melalui operasi kapal pengawas sebesar 144 hari, ketaatan
kapal di pelabuhan perikanan; dan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui
supervisi dan monitoring Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP di 34 provinsi.

Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian

keamanan hayati ikan, melalui:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Layanan sertifikasi kesehatan ikan di 46 UPT;

Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) sebanyak 175 sertifikat
di 46 UPT;

Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati
ikan di 46 UPT;

Pemetaan lokasi penyebaran dan pengendalian penyakit ikan di 46 UPT;
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP )sebanyak 1.300
sertifikat di 46 UPT;

Penerapan tracebility di 22 Unit Pengolahan Ikan (UPI);

Sistem aplikasi Indonesia National Single Window (INSW) di 16 lokasi;

dan
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h) Pembangunan sarana dan pengawasan pos lintas batas Karantina Ikan
dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 12 lokasi.

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
yang bertanggung jawab, berdaya saing, serta berkelanjutan, dilaksanakan
melalui:

1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir, melalui:
a) penyiapan rencana tata ruang laut nasional;
b) penyusunan rencana zonasi antarwilayah;
c) sistem informasi spasial pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka
mendukung legalisasi dokumen perencanaan; dan
d) advokasi tata ruang laut.
2) Mengelola Sumber Daya Ikan di 11 WPPNRI, melalui:
a) kapal penangkap ikan ukuran < 5 GT sebanyak 1.020 unit;
b) kapal penangkap ikan ukuran 5 GT sebanyak 1.020 unit;
c) kapal penangkap ikan ukuran 10 GT sebanyak 1.000 unit;
d) kapal penangkap ikan ukuran 20 GT sebanyak 250 unit;
e) kapal penangkap ikan ukuran 30 GT sebanyak 30 unit; dan
f) alat tangkap ramah lingkungan sebanyak 13.872 unit (bubu lipat, gillnet,
dan rawai dasar).
3) Mengendalikan Sumber Daya Perikanan Tangkap, melalui:
a) pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line); dan
b) penguatan basis data serta pengelolaan PNBP dari SDA Perikanan.
4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD), melalui:
a) penataan ruang di PUD;
b) penyusunan rencana pengelolaan perikanan PUD; dan
c) pengaturan budidaya keramba di PUD.
S5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan, melalui:
a) penyediaan benih untuk masyarakat sebanyak 100 juta ekor;
b) pengadaan excavator sebanyak 100 unit;
c) penyediaan Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 450 unit;
d) penyediaan kincir air sebanyak 2.000 unit;
e) rehabilitasi saluran tambak partisipatif untuk 97 kelompok;
f) penyediaan prasarana fisik di 15 UPT Ditjen Perikanan Budidaya;
g) penyusunan DED (Detail Enginering Desain) saluran tambak tersier
sebanyak 10 unit;
h) penyediaan kebun bibit rumput laut sebanyak 3.000 unit;
i) sertifikasi perbenihan rakyat (CPIB) sebanyak 120 unit;
j) silvofishery dan restocking kepiting, rajungan dan ikan lokal sebanyak 10

paket;
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6)

7)

8)

9)

k) bantuan sarana produksi budidaya ikan (pakan, benih, obat-obatan,
serta perbaikan kontruksi) untuk 1.500 kelompok;

]) bantuan sarana produksi budidaya minapadi (benih dan pakan)
sebanyak 765 paket;

m)bantuan paket budidaya kekerangan sebanyak 60 paket;

n) sertifikasi budidaya ikan rakyat (CBIB) sebanyak 1.200 unit;

o) percontohan budidaya teknologi biofloc sebanyak 5 paket;

p) bantuan pakan ikan sebanyak 2.000 ton; dan

q) bantuan pakan mandiri (alat, bahan baku pakan) sebanyak 360 paket.

Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan, melalui:

a) kapal pengangkut ikan dari fishing ground ke port ukuran 30 GT
sebanyak 5 unit;

b) kapal pengangkut ikan dari port ke port sebanyak sebanyak 1 unit;

c) kapal pengangkut ikan hidup sebanyak 1 unit; dan

d) kapal pengolah sebanyak 1 unit.

Meningkatkan Mutu, Diversifikasi, dan Akses Pasar Produk Kelautan dan

Perikanan melalui:

a) pembangunan pasar ikan terintegrasi sebanyak 1 unit;

b) ice flake machine (1,5 ton/hari) sebanyak 333 unit;

c) ice flake machine (>10 ton) sebanyak 21 unit;

d) pembangunan integrated cold storage skala besar sebanyak 15 unit;

e) pembangunan integrated cold storage skala kecil sebanyak 14 unit;

f) single cold storage sebanyak 33 unit;

g) pembangunan pabrik rumput laut sebanyak 10 unit;

h) pembangunan gudang rumput laut sebanyak 7 unit; dan

i) pembangunan pabrik tepung ikan sebanyak 3 unit.

Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut, melalui:

a) rehabilitasi wilayah pesisir melalui penanaman mangrove sebanyak 4
juta batang;

b) penanaman vegetasi pantai sebanyak 500 ribu batang; dan

c) pembangunan pelindung pantai (hybrid engineering) sepanjang 296 ribu
meter.

Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil, melalui pembangunan pulau

kecil terintegrasi di 15 lokasi yaitu Simeuleu (Aceh), Mentawai (Sumatera

Barat), Natuna (Kep. Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), Tahuna (Sulawesi

Utara), Talaud (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku), Rote (NTT), Morotai

(Maluku Utara), Kisar (Maluku), Maluku Tenggara Barat (Maluku), Tual

(Maluku), Merauke (Maluku Tenggara Barat), Sarmi (Papua), Yapen (Papua),

dan Biak Numfor (Papua), dengan komponen kegiatan di antaranya:

penyusunan master plan dan business plan, dermaga/jetty, SPDN, cold
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chain system, kapal penangkap ikan dan alat tangkap, sarana budidaya,
speedboat pengawasan, gateway services untuk karantina ikan dan
pengendalian mutu hasil perikanan, pelatihan, penyuluhan, dan
kelembagaan koperasi. Selain itu, KKP juga bekerja sama dengan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui penyediaan listrik, air bersih, dan

rumah singgah.

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi

dan langkah-langkah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan

Petambak Garam melalui:

a) asuransi nelayan untuk 1 juta nelayan;

b) bantuan sarana mata pencaharian alternatif nelayan pada musim
paceklik untuk 136 RTP (Rumah Tangga Perikanan);

c) Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan (SEHAT Nelayan) sebesar 20 ribu
bidang;

d) sertifikasi tanah pembudidaya sebesar 15 ribu bidang;

e) bantuan sarpras PUGAR (saluran, jalan produksi, jalan produksi
nonsentra, perata tanah, geoisolator, pompa) di 30 kab/kota; dan

f) bantuan sentra niaga garam (kios garam, gudang penyimpanan garam)
di 10 kabupaten/kota.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan: melalui

pemberdayaan (penguatan akses permodalan dan penguatan kelembagaan)

masyarakat KP;

Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan melalui:

pembinaan usaha masyarakat serta peningkatan investasi bidang kelautan

dan perikanan, kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

perbankan /nonbank, serta pelayanan informasi dan inkubasi bisnis bagi

UMKM;

Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan,

dan penyuluhan, melalui:

a) pembangunan politeknik KP sebanyak S unit;

b) pembangunan taman teknologi sebanyak 8 unit;

c) pendidikan anak pelaku utama sebanyak 7.225 orang; dan

d) pelatihan masyarakat sebanyak 40 ribu orang.

Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang KP, melalui:

a) pembangunan kapal riset kelautan dan perikanan sebanyak 1 unit;

b) pembangunan pusat riset kelautan sebanyak 2 unit;

c) research buoy sebanyak 10 unit;
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d) litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota
dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPP-NRI dan KPP PUD (Kawasan
Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan), rekayasa teknologi dan
genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan;

e) litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing
(produk perikanan, bioteknologi, dan garam);

f) litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan
perikanan;

g) litbang sumber daya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan
ruang laut;

h) pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan; dan

i) peningkatan knowledge based management system.

B. Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional tersebut di atas,
akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan
perikanan sebagai berikut:
PAGU ALOKASI ANGGARAN KKP TAHUN 2016
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp. 000)
1. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3.513.629.229
2. | Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan| 1.676.038.704
Budidaya
3. | Program Penguatan Daya Saing Produk KP 1.814.669.841
4. | Program Pengawasan Pengelolaan SDKP 1.838.304.293
5. | Program Pengelolaan Ruang Laut 1.411.472.567
6. | Program Penelitian dan Pengembangan Iptek KP 888.929.232
7. | Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan | 1.446.679.775
Masyarakat KP
8. | Program Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan 669.945.257
Keamanan Hasil Perikanan
9. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 442,557.657
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Tugas Teknis Lainnya KKP

10.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur KP

98.966.176

JUMLAH

13.801.192.731

MENTERI KELAUTAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

DAN PERIKANAN
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LAMPIRAN If

FERATIJRAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK [NDONESIA

NOMOR 8fPERMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTE RIAN KELAUTAN DAN

FPERTKANAN TAHUN 2016

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Target 2016 Anggaran 2016
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN 15,752.67
Terwujudnya k jahteraan k
|KP
Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 42
Pertumbuhan PDE Perikanan (%) 8,00
Terwupudnya kedaulatan dalam
pengelolaan SDKP
Persentase kepatuhan (compliance} pelakn 73
usaha KP terhadap ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku {90}
fumlab pulas-pulau keetl yang mandin 10
Terwajudnya pengelolaan SOXP yang
Ipartisipatil, anggung jawab, dan
berkelanjutar:
Nilai pergeiolaan wilayvah KP yang hZ%
berselanjutan
Niiai peninghkatan ekonomi X 69
Produksi perikanan (juta ton) 26,04
Produksi garam rakyat (juta ton) 3,6
Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 6,82
Konsumsi ikan (kg/kap /thn) 43,88
Persentase peningkatan PNEP dan sektor KP 75
(%) i
Tersedianya kebijakan pembangunan yang |Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 65
|efektif ;
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan |Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP vang 76%
SDKP yang adil, berdaya saing, dan adil, berdaya saing, dan berkelanjutan
berkelanjutan
Terselenggaranya pengendalian dan
peng: SDKP yang pr al dan
partisipatif
Persentase penyelesaian tindak pidana KP 65.9%
|secara akuntabel dan tepat waktu (%) i
Tingkat keberhasilan pengawasan i wilayah 730
perbatasan (%)
Terwujudnya ASN KKP yang kempeten, Indeks kompetensi dan integritas g9
profesional, dan berkepribadian
Tersedianya manajemen pengetahuan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem
vang handal dan mudah diakses manajemen pengetahuan vang terstandar (%) 50%
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif,  [Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP
efisien, dan berorientasi pada layanan BB
prima
Terkelolanya anggaran pembangunan
|secara efisien dan akuntabel
|Nilai kinerja anggaran KKP Baik (80-90)
Opini atas laporan keuangan KK WTP

www.peraturan.go.id
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PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 624.06
LAINNYA KKP
Ter‘se?dtanya kebijakan pembangunan yang Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5
efeltif
Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, Indeks kompetensi dan integritas a9
profesional, dan berkepribadian
Tersedianya manajemen pengetahuan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem S0%%
yvang handal dan mudah diakses manajemen pengetahuan vang terstandar (%)
Terwujudnya birokrasi KKP vang efektif, Indeks reformasi birokrasi KKP BB
efisien, dan berorientasi pada layvanan
prima
Terkelolanya anggaran pembangunan
|secara efisien dan akuntabel
Nilai kinerja anggaran KKP Baik (80-90}
Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP
rl'enylapan Produk Hukum dan
Penataan Organisasi KKP
Terwupudnya birokrast KKP vang efektif,  |Indeks reformasi birokras: KKP BB
efisien, dan berorientasi pada layanan
rima
Tersedianya kebijakan pembangunan yang |Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5
efektif
Terwupudnya naskah kerja sama dan [Persentase penyelesaian naskah kerja sama 85
perjanjian inter | dan antarlemb dan perjanjian internasional dan antarlembaga
yang efektif
Pengelolaan Kepegawaian KKP
Terwujudiya ASN KX vang kempeten,
prefesioral, dan berkepribadian
irdeks kompetensi dan integritas 89
Persentase perencanaan pengembangan dan 1809
pembinaar disiplin pegawai sesuai kebutuban
Persentase pelay peny fzatan 1005
kepangkatan, pemberhentian, persiun, dan
mutasi pegawas vanz tepat wakiu
Persentase pelayanan administras: den 1806%
p bangan jabaztar i al sesuai
|kehuluhau
Pr ase penyelesaian dok 100%
petat h Biro Kepeg, yang tepat
waktu
Pengelolaan Keuangan KKP
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan
prima
Tingkat ketaatan terhadap SAP (%) 100
Tinghat kepatuhan terhadap SPI (%) 100
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP cukup
Terkelolanya anggaran pembangunan Opini atas laporan keuangan KKP WTP
secara efisien dan akuntabel
|Terwuiudnya pengelalaan BMN lingkup Persentase pencapaian standar pelayanan 70
KKP yang optimal dalam pengelolaan BMN lingkup KKP sesuai
SOP (%a)
Pengelolaan Perencanaan,
Penganggaran, Kinerja, dan
Pelaporan KKP
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, |Nilai SAKIP KKP A
efisien, dan berorientasi pada layanan
prima

www.peraturan.go.id
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Tersedianya manajemen pengetahuan Persentase unit ketja yang menerapkan sistem 50%
yang handal dan mudah diakses wmanajemen pengetahuan vang terstandar (%)
Terkelolanya anggaran ¢ Nilai kinerja anggaran KKP Baik (B0-90)
|secara efisien dan akuntabel
Terselenggaranya koordinasi perencanaan, [Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, 3
penganggaran, dan monev, serta dan pelaporan
pelaporan pembangunan Ki
rl‘engelolaan Administrasi dan
1 = o Dalal
Tugas KKP
Tersedianya prasarana kantor pusat KKP - |Presentase pemenuohan kebutuhan prasarana 75
yang memadai kantor (%)
Terwujudnya pengelolaan rumah tangga  |Persentase pencapaian standar pelayanan i3
kantor pusat KKP yang optimal dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat
KKP sesuai SOP (44)
Terwujudnya p olaan T
administrasi persuratan, dan kearsipan
|KKP yang aptimal
Persentase pencapaian standar pelayanan 87
ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%]
Persentase pencapalan standar pelayanan 87
administrasi persuratan dan kearsipan KKP
serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)
Terwujudnya pengelolaan BMN Setjen Persentase pencapalan standar pelayanan 70
yang optimal dalam pengelolaan BMN Setjen sesuai S0P
)]
Terselenggaranys layanan pengadaan dan |Persentase p han lay gad o0
perizinan terpadu |dan perizinan terpadu
Terpenuhinya belanja aparatur dan
beianja operasional perkantoran
Persentase pembavaran gaji dan tunjangan 100
cineria pepawai Setjen (%)
tase pemenuban layanan perkantoran 100
Per bijak Kel
Tersedianya v kebijal Jumlah dokumen kebijal 1
pembangunan kelautan nasional (dokumen]
Pengelolaan Kerja Sama KP dan
{Hubungan Masyarakat
Terwujudnya kerja sama internasional dan [Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian 30
antarlembaga yang implementatif bidang KP yang telah disepakati dan
|diimglementasikan {buah})
Terwujudnya citra positif KKP di Rasi mlah pemberitaan yang negatif < 109
masyarakat dibanding total pemberitaan sektor KP (%)
Pengelolaan Data Statistik dan
Informasi KP
Tersedianya data statistik dan informasi
KP yang valid, handal, dan mudah diakses
Persentase partisipasi aktif unit kerja eselon | 100
lingkup KKP dalam mengpunakan layanan
SIDATIK (%)
Indeks pemanfaatan informas: KP berbasis I'T = 754
(48]
Tersedianya manajemen pengetahuan Persentase unit kerja vang menerapkan sistem
vang handal dan mudab diakses manajemen pengetahuan vang terstandar (%] 50%
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100
|kinerja pepawai PUSDATIN (%
Persentase pemenuban layanan perkantoran 100
PUSDATIN (%)
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan
[dam Perikanan
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Tersedianya permodalan usaha kelautan  [Persentase modal usaha yang tersalurkan (%) = 75%
dan perikanan untuk kelompok
masyarakat
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS 11017
APARATUR KKP
Terkelolanya anggaran pembangunan
|secara efisien dan akuntabel
Batas toleransi materialitas temuan pengawas =1
eksternal dari total anggaran KKP
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan
prima
Nilai fitegrity Assessment KKP 8.25
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP A
Nilai evaluasi atas implementasi reformasi A
birokrasi KKP
Jumlah unit kerja berstatus WBK (Kumulatif} 6
Level Kapabilitas Itjen (1ACM) 3
Pengawasan Akuntabilitas
Aparatur pada Unit Kerja Mitra
pel 1 dan Pelal
Pembangunan KP
Tersedianya rumusan kebijakan Persentase perencanaan pengawasan internal 100
pergawasan internal lingkup mitra ber o linglup mitra Inspelaorat 1
inspeltorat | yang bevbasis
ko
erselenggaranya pergawasan internal ILHP
linghuap speliorat ! dan KKP yang
lefeklif dan efisien
Batas tolerans: materialitas temuan penfawas =1
eksternal dari total angparan KKP
Persentase jumlab relivmendasi hasil B2.5
pengawasan yang dimarfaatian untuk
perbatkan finera lnghkup mitra lnspeliorat !
Persentase juselab i hasil B2.%
pengawasan BB utluk perbaikan kinerja mirra
Inspeltorat |
Fumdah rekomendasi perballan Sebijalkan yasg i)
strategis lingkup KKP dan mitra irspektoral |
(prer Lafsn]
Persenlase cakupan lokasi pengawasan [iE]
pelaksanaan Quick Wins pada mitra
|Inspektorat | (%)
Terselenggaranya pengendalian
pelaksanaan pengawasan internal pada
mitra Inspektorat | vang
|Efektif
P ase pelal penug; dan B2
pelaporan pengawasan yang memenahi
standar mutu pengawasan lingkup Mitra
|Inspektorat |
Persentase tingkat kepatuhan terhadap 82
pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat |
Terselenggaranya dukungan internal Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & 95
pengawasan Inspektorat 1 sesuai pengukuran kinerja lingkup Inspektorat 1 (%)
|kebutuhan
rl'engawasan Akuntabilitas
Aparatur pada Unit Kerja Mitra
pel 11 dan Pelal
Pembangunan KP
Tersed r kebijal Py ase per peng: internal 100
pengawasan internal lingkup mitra berbasis risiko linghup mitra Inspekrorat 11
Inspektorat 11 yang berbasis
| Risiko
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Terselenggaranya pergawasan internal Nilai integritas pelayasan publik KXP B.Z5
lnghuyp itra Inspelkrorat 11 dan KKP yang
efeklif dan efisien
Persentase jumlab rekonendasi hasil 815
pengawasan yarg dimasfaatian antuk
perbatkan kinerja lmghkup mitra Inspektorat 1
Persentase jumlak rek dasi hasil B2.S
pengawasan RE untub perbaikan kirerja mitra
spektorat 1]
[huelah rekomendasi perbaikan kebijalkan yang 8
is fingkup KKP dan mitra lespektovat 17
akupan inkasi pengawasan &
a0 Quick Wins pada mitra
= ol 1 4
Terselenggaranya pekper
asan intersal pada
ang
Persentase pelaksanazn penugasan dan §2
pelaperan pengawasan pary
skaniar s peng
tyspektarat |1
Persentase ti 1z terhacdap 02
p inspektorat 11
Terselenpgaranya dukungan pelal -
pengawasan internal Inspektorat 11 sesual
|kebutuhan
Tingkat kepatubhan terhadap penganggaran a5
|dan pengukuran kinerja Inspektorat 11
'T‘engawasan Akuntabilitas
Aparatur pada Unit Kerja Mitra
ktorat I dan Pelal
Pembangunan KP
Tersedianya rumusan kebijakan
pengawasan internal lingkup mitra
Inspektorat 111 vang berbasis
|Risika
Persentase perencanaan pengawasan internal 100
berbasis risiko lingkup mitra Inspekrorat 111
Terselenggaranya pengawasan internal
ingkup mitra Inspektorat 111 dan KKP yang
|e fektif dan efisien
|Evaluasi akuntabilitas kinerja KKP A
Persentase jumlah rekomendasi hasil 82.5
peng yang di faatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat 111
Persentase jumlah rekomendasi hasil B82.5
pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra
|Inspeltarat 111
Jumlah rel dasi perbaikan kebijakan yang a
strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat 111
(per tahun)
Persentase cakupan lokasi pengawasan 60
pelaksanaan Quick Wins pada mitra
\Inspektorat 111 (%)
Terselenggaranya pengendalian
pelaksanaan
pengawasan internal pada mitra
Inspektorat 11l yang
|Efektif
Persentase pelaksanaan penugasan dan 82
pelaporan pengawasan yang memenuhi
standar mutu pengawasan lingkup mitra
Inspektorat 111
Persentase tingkat kepatuhan terhadap 82
pelaksanaan Pulau-Pulau Kedl terpadu (PZKT)
lingkup Inspektarat 111
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Terselenggaranya dukungan pelaksanaan
pengawasan internal Inspektorat 111 sesuai
kebutuhan
Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran a5
ldan pengukuran kinerja Inspektorat 111
'T'engawasan Akuntabilitas
(Aparatur pada Unit Kerja Mitra
Inspektorat IV dan Pelal
Pembangunan KP
Tersedianya rumusan kebijakan Persentase perencanaan pengawasan internal 100
peng internal lingkup mitra berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat IV
inspeltorat [V vang herbasis
)
anya pengawasan in
laspekiorat IV dan
— — — : 4 4
Nilai evaluasi atas ple raci reformasi A
berekrasi KKP
Persenlase jumlab red last hasil 8.5
pengawasan yarg dinzanfaatian wntuk
perbailan kinerja lgkup mitra Inspektorat
v
Persentase jumlab refomendas: hasii BLS
pengawasan RB untuk perbaikan Kinerja mitra
inspektorat IV
jemiak rekomendasi perbaikan kebijakan yang a
strat tingkup KKP dan miira Inspektorat
W E)
:akupan ioasi pengs i
sanaan Quick Wing pada mitra
speltorat IV {%)
lenggaranya pergetdaliag
sanaan pengawasan ilereal pada
witea Inspektorat ¥ yarsg efeltif
Persentase pelaksanaan penugasan dan 82
pelaporan pengawasan yang memenuhi
standar mutu pengawasan lingkup mitra
Unspeltorat [V
Persentase tingkat kepatuhan terhadap a8z
pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV
Terselenggaranya dukungan pelaksanaan |Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran 95
pengawasan internal Inspektorat 1V sesuai [dan penpukuran kinerja Inspektorat 1V
|kebutuhan
[Fengawasan Akuntabilitas
Aparatur pada Unit Kerja Mitra
pektorat V dan Pelak
Pembangunan KP
Tersedianya rumusan kebijakan
pengawasan internal lingkup mitra
Inspelktorat V vang berbasis
ko
P ase per peng: internal 100
berbasis risiko linglup mitra Inspektorat V
Terselenggaranya pengawasan internal
kup m nspektorat V dan KKP yang
|efektifdﬂn efisien
Persentase jumlah relkomendasi hasil BZ.5
I an yang di fean untuk
perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V
Persentase jumlab: rek las) penpawasan Bi.n
dersgan Lujuat tertenty yarg di
untuk perbaikan kinerja KKP
Jaemlab unit kerja berstatus WEBK { Kumuelatif) &
Fuamiab it kerja yang dipersiaplan menjadi n
WEK
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Persentase } lasi Hasil BZ.5
Pengawasan BB utluk perbaikan kinerja mirra
nspeltarat ¥
Fumdah rekomendasi perbaikan Rebijalan yang 2
strategis lingkup KKP dan mitra iespektorat V
| (zreer Labsn]
Persenlase cakupan lokssi peagawasan &0
pelaksanaan program prioritas lisgiuy XKP
(6]
Terselenggaranya pengendatian
pelaksanaan
pengawasan internal pada mitra
Inspektorat V yang
|Efektif
Persentase pelaksanaan penugasan dan 82
pelaporan pengawasan yang memenuhi
standar mutu pengawasan lingkup mitra
|Inspektorat V
Persentase lingkat kepatuhan terhadap a8z
pelaksanaan PKPT lingkup Inspeltorat V
Terselenggaranya dukungan pelaksanaan
pengawasan internal Inspektorat V sesuai
|kebutuhan
Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran 95
|dan pengukuran kinerja Inspektorat V¥
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
e
Tersedianya kebijakan pembangunan yang {Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5
fefeiis
Tersedianya ASN KKP vang kompeten dan
profesional
Indeks kompetensi dan integritas 75
Persentase pegawal Itjen yang memenuhi [0t}
standar diklat (%)
sedianya manajemen penget
yang hantal dar muadab diakses linglag
Hjen
Furtlab unit ketja vang menerapkan sisterm ]
1en pengetahual vang terstandar
Yo}
Iggnaan i it 60
— S glup Iten, ] )
Terwujudiiya birokeasi ltjen vang efeluil,
efisien, dan berorientasi pada layanan
prima
Nilai penerapan reformasi birokrasi Itjen BB
Nilai SAKIP Itjen A
Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen 4,35
Level kapabilitas Itjen (JACM] 3
Terkelolanya anggaran pembangunan
secara efisien
Nilai efisiensi anggaran Itjen (%) =45
Tinghat kewajaran pengungkapan LK Itien WTP
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100
kinerja wal Ttjen (%)
Persentase pemenuhan layanan perkantoran 100
Itjen(%a)
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN 1,025.13
DAN PERIKANAN
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a pengelolaan SDEP yauy lolaan Perikanan {WPF) R
L bertarggung jawal, dan 1 n Pertiiasan Peraisan 6EPPPIED
herkelanutan atan (KPP PULY yar taban
trer daya KP antuk pergembangan
elanjutan
Meningkatnya hasil penyelenggaran Jumlah rel dasi penelitian dan 45
penelitian dan p bangan (Lithang)  fp bangan yang diusulkan untuk
dan layanan ilmu penpetahuan dan dijacikan bahan kebijakan
teknolog {Iptek) yang mendukung
kesejahteraan masyarakat KP
| umlah inovasi KP yang diadopsi 75
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat  [Jumlah inovasi teknologi KP yang 76
KP terekomendasikan untuk masyarakat
dan/atau industri
Penelitian dan Pengembangan
Iptek Daya Saing Produk dan
|Bioteknologi KP
Tersedianya rekomendasi dan masukan
kebijakan KP berdasarkan data dan
informasi ilmiah lithang daya saing produk
jdan bioteknolog KP
Juintab data dan informasi Lishang daya saing 13
produk dan biereknotogi KP
Juenlab kacya wulis dlimiak bidansg iptek daya &5
saing produk dan bioteknolog KP yang
diteriitikan
|§‘!.. Fumlah rekomendasi iprek daya saing [3
produk dan bioteknolog: KP
Tersedianya basil riset dan pesgembangan
penerapan pewmanfadtan daya saing
furtlah bahan usular HKI daya saing dan 1
binternoiogi KT
jmiak kompenen inovasi tel i daya saing kil
produk dan bivteknoleg: KP
jumlak inovasi Leknologi daya sainp produk 12
dan biotekaolog KP
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumber daya lithang dan
layanan iptek daya saing produk dan
bioteknologi KP
Jumiah sarana dan prasarana, serta 1
kelembagaan litbang daya saing produk dan
bioteknologi KP yang ditingkatkan
Ikamsnasu}:a
Jumlah dukungan j dan 1
pelaksanaan tugas teknis lithang iptek daya
|saingdan bioteknologi KF
Penelitian Sosial Ekonomi dan
Analisis Kebijakan KP
Tersed rel dasi dan analisi
kebijakan KP berdasarkan data dan
informasi ilmiab penelitian sosial ekenomni
HP
11
A dan/atan informas: 10
P
30
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Iwatil
Medet sesial skonoml pembangunan selror Y
. s
P
PL:jumiak sarana X
ekonatmi KP yang )
Jumiah Dul dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosial 1
‘Ekonomi KP
Peneli dan Py hang;
Iptek Perikanan
Tersedianya rekomendasi dan masukan
kebijakan perikanan yang implementatif
berdasarkan data dan informasi ilmiah
Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan 21
\litbang perikanan
Jumiah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 11
laut yang rerindentifikasi kavakteristik biologi
perikanan serta habitat sumber daya, potensi
predukss, kapasites penangkapan ikannya
Fuanaab Kaw cabiaan Periaran B
Perairan Umuam Daratan (KPP PUD} yang
lerndentifizan karabtenstk bislop perikanan
seria habital sumber daya, po produksi,
kapasias pe ran ikannys
mmtak konservast habital da/ataw sumber 5
daya tkan
furlak data dan informasi lithane perikanan 4t
332
3
76
umlah komponen inovasi perikanan 3z
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumber daya litbang dan Jumlah sarana dan prasarana, serta 11
layanan iptek pengelolaan perikanan kelembagaan lithang perikanan yang
|ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah dukungan teknis lithang perikanan 11
Penelitian dan Pengembangan
Iptek Instrumentasi KP
Tersed rel dasi dan b
kebijakan KP berdasarkan data dan
informasi lmiah litbang instrumentas: KP
Jumlah rekomendasi lithang instrumentasi KP 4
Jumilah data dan informasi lithang 3
instrumentasi KF
|]umiah karya lis ilmiah bidang lithang 32
instrumentasi KP
Tersedianya hasil lithang vang inovatif di
hidapg instrumengas KP?
fgniah baban pselas HK] imstrumaentasi K7 1
i b inovasi leknologl instrumentasi KB 6
Ju b kompenen inovagi instur si KP 4
W Jumlak Sentra Nelavan yang terbangun 30
e informass sielavan
s dan kapabil
sumber daya litbang dar lavavan iptek
instramentas: KE
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Jumlah prasarana/infrastrukiur instrumentasi 1
KP
Jumlah sarana dan prasarana serta 5
kelembagaan lithang instrumentasi KPP yang
ditingkatkan kapasitasnva
lah dukungan j dan 1
pelaksanaan tugas teknis litbang instrumentasi
KP
Penelitian dan Pengembangan
Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir
Tersedianya rekomendasi dan masukan
kebijakan KP berdasarkan data dan
informasi ilmiah litbang kewilayahan,
dinamika, dan sumber daya laut dan
pesisir
Jumiah rel dasi terkait pengelolaan dan 10
p f: sumber daya laut dan pesisiv
secara berkelanjutan
Jumlah kawasan pesisir yang terpetakan 5
sumber dayanya
Jumlah WPP vang terpetakan karakteristik dan 5
dinamika laut
Jumiah data dan fatau informasi sumber daya 8
dan laut dan pesisir
Karya tulis ilmiah lithang sumber daya laut 45
dan pesisir
Tur novasi teknolog sumber daya laut dan 15
pesisit
Turrdabk komponen inevasi sumber daya laue 8
dar 5il
i atean esuian HKI sumber daya laar 1
dan pessit
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumber daya lithang dan
lavanan iptek pengelolaan sumber daya
\laut dan pesisic
Jumlah sarana prasarana litbang iptek sumber z
Idaxa laut dan pesisi
Jumiah dukungan i dan z
pelaksanaan tugas teknis litbang iprek sumber
|da!a laut dan pesisir
Pengelolaan Inovasi dan Alih
Teknologi KP
Tersedianya rekomendasi dan masukan Rekomendasi kebijakan penerapan dan alih i
kebijakan pengelolaan inovasi dan alih teknologi
teknologi KP yang implementatif
Terwujudnya pengelolaan inovasi dan alih
teknologi KP
10
umlah adopsi dan/atau kerjasama Iptek 75
Jumlah usulan HKI KP ke Lembaga Paten [
Nasional
umlah teknologi yang dikomersilkan 1
umlah penyeparan teknologi KP 12
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumber daya litbang dan
layanan pengelolaan inovast dan alih
|teknalogi KP
Jumlah sarana dan prasarana serta 3
kelembagaan pengelolaan inovasi dan alih
teknologi KP yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah dukungan teknis pengelolaan inovasi 1
dan alib reknologi KP
Penelitian Kewilayahan dan Klimat
KP
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1ofermass ilmiak perehsiar kewrlayahan

b kdima K8

showmnendas peneiitian e
IF

I . a0 informasi penei'nian
kewilayabhan dan kiimat XP
Jaemlab karya wlis ilmaak bidang penelitizg 15
kewilayahan dan klimat KP

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumber daya lithang dan
layanan iptek kewilayahan dan kimat KP

Jumish sarana dan prasarana serta X
kelembagaan lithang kewilayahan dan klimat

|KP' yang ditinpkatkan kapasitasnya
Tienlal

dukungan j dan 1

pelaksanaan tugas teknis lithang kewilayahan
dan Kimat KP

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Balitbang KP

Tersedianya kebijakan pembangunan yang

efaktar Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 65
Terwajudeya ASN Balithang KP yang Indels kempetersi dan integritas lingkag 75
kompeten, profesioral, daa bang KT
berepribadian
T diznya manajemen pengetabuar 1 derja vang menerapkan sistem S50%
yaug handal dan mudak: diakises tabiuan yang terstandar (9G]
itbang Hi yang
sien, dan berorientasi pada
1l prinia
Peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi BB
Balithang KP
Terkelolanya anggaran pembangunan i 3 3 >95%
i ehiitn.dn alisrabel Nilai kinerja anggaran Balitbang KP
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase peml an gaji dan tunj, 100
|kinerja pepawai Pusat Balitbang KP (%)
Persentase pemenuhan layanan Sekretariat 100

perkantoran {36

|PROGIMM PENGEMBANGAN SDM
DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELAUTAN DAN 1,678.66

PERIKANAN
SDM KP memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan

Persentase lulusan yang terserap di dunia 955%
kerja bidang kelautan dan perikanan terhadagp
Tl ficlikan KE

Persentase anak pelaku utama yang diterima 447
idi satuan pendidikan KP terhadap peserta
didik baru

F’e rsentase lulusan pelatihan yang dapat 90
LT kar hasil pelatinanuya terhadap yang

Juialah kelompoek pefaku otama dac pelaku 5,400

usaha yany mesicgkat kelassyva {kelompok)
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h pelaku utama/pelaku usaha yang 10,000
meningkat usahanya dari skala mikro ke skala
keal, skala keal menjadi skala menengah
forang}
Pelatihan KP
Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai
standar kompetensi kerja
I/standar b kerja khusus
|di bidang KP
Jumiah masyarakat KP yang dilatih (orang) 35,000
Juerlah aparatur iulusan pelatiban yanp o000
komnpetens {orang)
Tl 28,7540
Tersedianya lembaga pelatihan kelautan
i wlar
: : bhar Gerbasis
Ikompeters di bi P
urelah lembaga pelatihan KP sesuai standar 431
14
25
LT olug KI* B
Terkeloianya garan pembanpunan
]secal a efisien
Persentase dol P haan keg 100%
pelatihan KP
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100%
|kinerja pegawai UPT Pelatiban KP (%)
Pendidikan KP
Terpenuhinya tenaga terdidik yang
|kompeten sesuai standar
Juitlah peserta didik pada satvan pendidikan 6,725
KKP sistent vokasi yang kompeten [orang}
Juritlab SDM KKP yvang melakukan peningkatan 110
jenjang pendidikan formal (orang)
Jurnlab saman pendidikan KP vang 13
|terakreditasi sesuai standar (unit)
Peningkatan kapasitas masyarakat KP Juitlah warga belajar yang mendapatkan akses S00
pendidikan vokasi KP (crang)
Persentase dok p i keg 100%
pendidilian KP
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100%
|kinerja pegawai UPT Pendidikan KP (%)
Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat KP
Meningkatnya jumlah kelompok pelaku
utama dan pelaku usaha di kawasan
perikanan
Jumilah kelompok pelaku utama/usaha yang 60,000
disuluh (kelompok)
Jumiah petugas vang melakukan penyuluhan 16,300
[dan pemberdayaan masyarakat KP {orang]
Peperapan incvasi teknologi melalai 58
2L ban peryuluhan (uait)
fusmiab pelain vsaba wikore das gecil yang 2,080
metdapathan kemudahan dalam
memanfaatlkan akses pembayaan dan
ermodatan (oranel
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katnya iiaya saing penyuiuh dan

berkembangnya kelompok vang disubub
dalam rangka pemberdayaan mendukung
pemningkatan produls usaha perikanan

Jumlab kelompok yang disuluh mendukung 2,250
peningkatan produksi usaha perikanan oleh
penyuiuh perilanan (kelompak)
Juinlab perdampitg KP yang meningkat dava 2,250
saingnya dalam rangha pemberdayaan
masyarakat mendukunp penmghatan produbsi
usaha perikanan (orang)
Terkelolanya anggaran pembangunan Persentase dok p I kegi 100%,
secara efisien penyuluban dan pemberdayaan masyarakat
KP
Peningkatan Dul Manai
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat KP
1 - T
B % FRishipkan| W YARE N deks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5
fefekit
Terwujudnya ASN BPSDMKP yang Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup 77
kompeten, profesional dan berkepribadian |[BPSDMKP
Tersedianyz manajemen pengetahuan |Presentase unit ketja yvang menerapkan sistem 50%,
yaig handal dae mudak: dizkises maajemne setahuan vang terstandar (%)
a ol BPSOMKP vanp
Peninghatan tilai kserja refornasi birokrasi BB
BPSOMER

Nilai kinerja anpraran BPSDMMEP

Baik (80-90)

Terpenuhinya belanja aparatur dan

belanja operasional perkantoran

standar laik Laut, Laik tangkap, dan laik simpan
{unit)

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100
|kinerja pepawal Pusat BPSDM KP (%)
Persentase pemenuhan layanan Sekretariat 100
perkantoran (%)
PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP L4104
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat  |Pertumbuban PDB Perikanan a.00
|nelayan i
Nilai Tukar Nelayan (NTN] 105.0
|Rata-Rata pendapatan:
a. Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP /bulan} 5,485,100
b. Pendapatan Nelayan/bulan 2,068,200
(Rp/nelayan/bulan)
Terwujudnya pengelolaan perikanan
tanghkap yang partisipatif, bertanggung 65,451,330
jawaky, dan berkelanjutan 125,174,890
Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp 23
triliun
Jumlah penyaluran akses pemodal 900
perikanan tanghkap (Rp milyar)
Jumiah WPP yvang dikelola sesuai Rencana 5
Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)
Pengelol Kapal Peril Alat
Penangkap Tkan, dan Sertifikasi
Awak Kapal Ferikanan
Terwujudnya kapal perikanan Indonesia,
alar penanghkap ikan, dan pengawakan
yang memenuhi standar di setiap WP
Jumlah kapal perikanan yang memenuhi 1200
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alat p ikan dan alat bantu
penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan
(unit)

3150

Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai
kapal perikanan (unit)

20000

lah Standar Nasional Ind [SNI) dan
sertifikasi dari inovasi alat penangkap standar
dan sertifikasi dan inovasi kapal perikanan,
alat penangkap ikan, dan alat bantu
penangkap ikan yang dihasilkan (buah)

25

Jumlah awak kapal perikanan yang
tersertifikasi berdasarkan keahlian dan

|keterampilan(orang)

1200

Jumlah operasional kapal yang dihitung
produktivitasnya (unit)

B00D

Jumlah kapal yang menerapkan cara
penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit)

400

Meningkatnya armada per
nasional yang modern, efisien, dan
berdaya saing

anan tangkap

Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)

3300

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu
penangkapan ikan yang terbangun dan

|dioperasionalkan (unit)

16,675

Jumlah kapal = 30 GT yang terbangun di
'wilayah perbatasan (unit)

)

Jumlah fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi
kapal perikanan

1000

alat penangkap ikan

Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan |Persentase pelaksanaan kegiatan
kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan |ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Kapal

Perikanan dan Alat Penangkap lkan (%)

100

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

ya kapasitas p lolaan dan
pelayanan pelabuban perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan yang
melaksanakan kesyahbandaran (fokasi)

110

Jumiah pelabuhan perikanan yang
meneraplkan SHTI (lokasi)

32

Jumlah pelabuban perikanan vang memenuhi
standar operasional (lokasi)

30

Jumlah pelabuban perikanan yang dilakukan
pengendalian pembangunan konstruksi
(lokasi)

50

Juertlah identifikasi dan penyiapan
pembangunan peizbuban perikanan (termasuk
fasilitasi dan koordinasi pengembangan sentra
perikanan terpadu] (lokasi)

34

Jurnlah pelabuhan perikanan yang memenuhbi
standar pelayanan 1S0-9081 {iokasi)

tn

Berkembangnya pelabuhan perikanan
sebagal pusat pertumbuehan ekonomi

wilayah

Jumlah pergembangsn pelabuban perikanan

1ﬁaerah prioritas (lokasi)
I h perpembangan pelabuban perikaran
T Pusat (lokasi)

23

bangan pelabuhan p

J pengembangan sentra pesikanarn
terpadu (fokasi)
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Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan
kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan

Persentase pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan di Divektorat Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan (%)

Ikan

100

Meningkatnya pelayanan prima dan
ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai
ketersediaan SD] di setiap WPP secara
|akuntabel dan tepat walktu

alokasi izin yang diberikan terhadap
peluang alokast usaha penanghapan ikan yang
ter a (e

12,500

Waliu pelayanan izin usaha plapan ilkan
(S1UF]) Chari kerja fdokusnen permohonan)

Walceu p:-layz'.:x-'m i pal
penangkap/penga: ikan (8171, SIKP1) {hari

kerja/dokumen permobonan]

Jurtlah realisasi kapal terhadap alekasi dalam

150

|SEEE (un

angkapar ikan yang
1 usaha (%)

10

Meningkatnya pengendatian penangkapasn

ikan nasiotal

fah unil usaha pena

Jtevevaluasi (unit)

ikaa yang

Juinlab perguatan dan integrasi sistemn

perizitan plisat-dacrab {Prov/Kab /Kota}

Jumiah pengeloiaan basis data danr informas
rsaha penangkapan tean pusat-daerab (Frov)

Juirdaks init usaha penangkagan ilan yang

Jterevabiasi {unit)

Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan

kegiatan pengendalian p } ikan

Persentase pelaksanaan kegiatan

K k di Direktorat Pengendalian
Penangkapan lkan (%)

Pengelolaan Kenelayanan

100

Meningkatnya kapasitas kenelayanan

Jumiah penguatan kelembagaan usaha nelayan

2,050

(kelompok)

F
{uelayan (lokasi}

akses g usaha

34

Jumlah nelayan yang mampu mengelola
usahanya (orang}

2,080

Jumiah diversifikasi usaha keluarga nelayan
(Rumah Tangga Perikanan/RTF]]

1,040

Jumlah pembinaan sistem informasi

|kenelayanan (lokasi)

Meningkatnya perlindungan kenelayvanan

Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan

yang ditata dan terintegrasi (lokasi)

100

Jumlah nelayan yang terlindungi {orang)

1,000,000

Jumlah fasilitasi sertifikas: tanah nelayan
bidang tanah)

Terselenggaranya kegatan ketatausahaan
kegiatan penpuatan kenelayanan

20,000

Persentase pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan di Direktorat Kenelayanan [%)

100

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya

Ikan (5D1) yang berkelanjutan di peraivan
laut dan perairan pedalaman

Jumlah ekosistem perairan pedalaman yang

divevitalisasi (lokasi)

Jumiah laut teritorial dan perairan kepulauan
yang terkelola sumber daya ikannya (WPF)
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Fugniab laut ZEE yang terkedola sumber daya 1
1y [WEP)
Jaimnlab peraivan yang terevaluasi pengeiolaan ‘
sumber dayz ikannya (WP i
3
4 4
nan tangiag
yang akurat untuk pengelolzan SD1
Jumlah ketersediaan data dan statistik 7
perikanan tangkap (dolumen)
Jumlah kapal perikanan yang menerapkan
loghook penanglkapan ikan (unit) 500
Jumiah kapal perikanan yang dipantau oleh 150
Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan |Persentase pelaksanaan kegiatan 100
kegiatan pengelolaan sumber dayaikan  |ketatausabaan di Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan (%)
Dulkungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap
Tersedianya kebijakan pembangunan yang |Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 65
efeltif "
B4
a0
yang handal dan mudak dial
Terwijudiya birokeasi DIPT yaug efelzil, BE
efisien, dan berorientasi pada layanan
pruna
Terkelolanya anggaran pembangunan Nilai kinerja anggaran lingkup DIPT (%) Baik (80-90)
|se1:ara efisien dan akuntabel
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100
|kinerja pegawai D]PT (%)
Persentase pemenuhan layanan perkantoran 100
DJPT{%]
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 2.033.49
DAYA PERIKANAN BURIDAYA e
Meningkatnya produksi perikanan
budidaya.
Produksi perikanan budidaya (juta ton) 19.46
- 1kan (juta ton} B.35
- Rumnput Laut {juta ton) 11.11
|lkean Hias {milyar ekor) 1.90
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat |Pertumbuban PDB Perikanan (%) 8.00
perikanan budidaya
Jumlah kredit program bidang perikanan 325.00
budidaya yang disalurkan (Rp. Miliar)
Jumlah investasi bidang perikanan budidaya 24.000
(Rp. Miliar}
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan [NTPi) 102.25
Pengelolaan Kesehatan lkan dan
L F Ikan
Tersedianya kebijakan pembangunan
bidang kesehatan ikan dan lingl
yang implementatif
Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan lkan dan 5
Lingkungan yang disusun (judal,
nonkumulatif]
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Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan
sumber daya perikanan budidaya bidang
kesehatan ikan dan lngk yang
berdaya saing dan berkelanjutan
Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas 57
air, pakan, dan residu yang memenuhi standar
teknis (unit, kumulatif]
Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan 29.025
lingkungan (sampel, nonkumulatif)
Jumlah hasil perel knologi terapan 18
bidang sistem keskanling (paket teknologi,
nonkumulatif)
lah paket desimi knologi terapan 18
bidang sistem keskanling (paket;
|nonkumulallf]
Terselenggaranya pengendalian budidaya
bidang keset ikan dan lingkung
secara efeldif
Jumlah b budidaya yang penyakit ikan 100
pentingnya dilakukan survailan dan atau
monitoring (kab,/kota; nonkumulatif]
Jumlah kawasan budidaya yang mendapat 100
P an kualitas lingk va (}
nonkumul
Jumlah obat ikan yang terjamin, m 272
keamanan, dan khasiatnya (obat,
Jumlah sampel produk perikanan budidaya 4300
yang diambil minumal 96% bebas residu
(sampel; nonkumulatif)
Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan
kegiatan pengelolaan sistem keskanli
Persentase pelaksanaan kegiatan 100
[ k di Direktorat Keskanling
[persen]
Pengelolaan Sistem Perbenil
Ikan
e Tersedianya kebijakan pembangunan
perikanan budidaya di bidang perbenihan
vang implementatif
Jumlah RENI 3 yanp tersedia; (Judul, 9
nonkumulatif]
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan
sumber daya perikanan budidaya di
n yany besd saing dan
produksi induk ungagal di UPT/UPTD 1
- - 4 4
menggualian [HlE]
utel pembentan ikan air lawar siap 140
si [uail, nonkumul
it pembenihan ikan air payac siap 1
asi [ carnelatif]
I kunit pembenthan ikan ais laat siap 10
i, ponlkumul
27
31
Terseienggaranya sertfikast unit
pembeniban
| 678
(Cava Pembeniban lkan yang Baik], (unit,
lannulati)
Terwujndnya sectra kebuan Gibit camyuet I
Leeuit
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kebun bibit rumput laut 300
(kawasan, kumulatif)
Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan
kegiatan pengelolaan sistem perbenihan
Persentase pelal kegi 1o
|ketatausahaan di Divektorat Perbenihan (%)
Pengelolaan Kawasan Perikanan
Budidaya
Tersedianya kebijakan pembangunan
perikanan budidaya di bidang kawasan
\ uples if - =
Lab per ibaan kaws Zn
kanan b fota, nonkomnula
34
)
ngulumulatif]
nfaatan
al hasi vasaan subli 3
hangupan kawasan budiday
Helnolog, onkumulsil]
fumlak diseminasi subindang pembangunan 13
kawasan budidaya {pakel, nonkwmulah)
Jamiah kawasan budidaya yang § VAN AN 34
MAM: operasion a tepat
(kawasan, noelksr i}
nuly alkan 235
UL A SECATA B
ok kabi/lkaota i
sebagal minapet
budicaya (ka
I 51 2
mendulung 5
(stakehobder, kumul
piligziya sarana i kawasan perikanan
Ludidaya
Jumiah penerima manfaat peralatan dan mesin 700
perikanan budidaya (kelompolk, nonkumulatif)
Terselenggaranya kegiatan Ketatausahaan
kegiatan pengelolaan sistem perbenihan
P ase pelal keg 100
| 1 di Divektorat Kawasan
|Budidaya (persen]
Pengelolaan Pakan Ikan
Tersedianya kebijakan pembangunan
perikanan budidaya di bidang penpgelolaan
pakan vang implementatif
Jumiah RSNI 3 bahan balka pakan dan pakan 16
fikan {judul, kumulatif}
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan
sumber dayas perikanan budidaya di
bigang ¢ elolaar pakau yang berdaya
saing dan berkelanmtzn
Jamiab pelaba usaha substitust baba bakou 5
akaw fokal (usit vsata)
P At babate bak okl a
sebagai substitusi dalam kefompok pakan
mandiri [persen)
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Juintah jenis paka;
karnulatif)

i Lerdaftar (jenis,

i pakan mandici {provinsi)

Juelah kelompol produsen pakan (kelompok)

jumlah kelompok pemaka: substitesi pakan
alaimi vang memenubi persyaratan {usit;
kurmulatif]

Juimltah hasil perekavasaan di subbidang

pengetolaan pakan [paket, nonkumularif)

Juendab diseminasi teknologi di subbidang

pengelolaan pakan (paket, nonkumulatif)

pakan

Terselenggaranya sertifikasi unit produsen

Jumlah unit produsen pakan ikan bersertifikat

CPPIB (unit, kumulatif)

Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan
kegiatan pengelolaan pakan ikan

wn

Persentase pelaksanaan kegiatan

|ketatausahaan di Divektorat Pakan {persen)

Pengelolaan Produksi dan Usaha
Pembudidayaan lkan

100

Kebijakan pembangunan bidang produksi
perikanan budidaya yang implementatif

Jumlah RENIZ bidang pembesaran ikan yang

ldisusun (judul; not fumulaf

Tata keiola pemanfaatan sumbardaya
bidary produksi perikanan budidaya vang

mangdiri dan perkelanjutan

Jurdab analisis dan publikas data statistik

perikanan budidays (faporan)

Jumlah hasil perekayasaan teknik
pembudidayaan ikan subbidang pengelolaan
produksi dan usaha budidaya (paket
|teknologi)

Jumlah lokasi pero i anjuran
(termasuk biefloc) (lokasi, nonkumulatif)

124

Sertifikasi Cara Budidaya Tkan yang Baik
pada unit pembudidaya ikan

Unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB

|skala kecil dan skala besar (unit, kumulatif)

Skala usaha kelompok masyarakat di
bidang pembudidayaan ikan

10,980

Jumlah kelompok masyarakat vang tingkatkan
skala usahanya di bidang perikanan budidaya
(kelompok)

700

[Kemandirian usaha perikanan budidaya
yang berkelanjutan

Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses
permodalan melalui fasilitasi (orang,

|nenkumulatif)

500

Jumlah penyiapan sertifikasi hak atas tanah

pembudidaya (bidang, nonkumulatif))

15.000

Jumlah umt usaha budidaya yang mendapat
|layanan perizinan (unit, kumulatif)

700

Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya
(paket, nonkumulatif)

Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan
kegiatan pengelolaan produksi dan usaha

Persentase pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan di Direktorat Produksi dan

Usaha (%)

100
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Dulkungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya

Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan
|profesional

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <14%
|struktural dan fungsional lingkup DIPB (%)
P ase Pelal Kegiatan Manaj 100
PNS lingkup DIPB
Tersedianya informasi yang valid, handal
|dan mudah diakses
Indeks Pemanfaatan Informasi DJPB Berbasis =75%
TI (%)
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi
Nilai Penerapan RB D]PB A
Nilai SAKIP DIPB A
Terkelolanya anggaran pembangunan I_
|secara efisien
|Nilai efisiensi anggaran DJPB >95%
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100
|kinerja pegawai DIPB {%)
Persentase pemenuhan layanan perkantoran 100
DJPB (%]

ENGUAT}\N DAYA SAING PRODUK 1,991.15
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang Nilai ekspor hasil perikanan (US$ Miliar) 6.82
partisipatif, bertanggung jawab, dan
berkelanjutan

Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional 43.88
(Kg/Kap}
Volute produk olahan hasit perikaian {juta 59
1]
Milai irrvestas ilinn] 3,52
Nitai pemblayaan usaha hasil kelautanw dan 320
petikanan dari lembaga wgan bank dan
bank {Rp. milar}
Meninpkatnya daya saing produd dan produk kelsutan dan perikanaa (Rp. 275
al R d J
iaan Pasokan ikan di UP1{%} 6
Meninpkatnya kesejahtersan pengolah dan |[Nidai Tukar Pengolah 102
pemasar hasil perikanan
Penguatan Logistik Hasil KP
phatnya ketersedi kan ikan
Jumiah pelaku usaha logistik vang dibina 300
(pelaku usaha)
Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan 1700
budidaya (kelompok}
Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di 100
koridor SLIN {lokasi)
Profil lokasi logistik (lokasi) 100
Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor <Z0
pada tahun berjalan dalam rangka
pengendalian (94}
Selisik harga ikan di tingkat produsen dan 100
Lz i (%)
300
100
oo
i kordor logistik ikan nasionat {lokasi}
Fasilitasi savava dan prasarava fogistii funit} 20
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terbentuk {kerja sama)

Jumlah gudang beku (cold storage ) yang 40
tersedia di daerah sentra perikanan (unit)
Terfasilitasinya dukungan manajemen dan |Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 1
pelaksanaan tugas teknis lainnya teknis lainnya Direktorat Sistem Logistik
Direktorat Sistem Logistik (dokumen)
Akses Pasar dan Promosi Hasil KP
Meningkatnya akses pasar dan promosi
|hasil KP
Penanganan hambatan ekspor hasil kelautan 3
|dan perikanan | kawasan)
Peningkatan marke! share produs KP utama 15
IasAr tniuan ekspor
15
A salksi dampal 20
(Futa US$)
Kontribusi prot 60
uiurhaw prete il |
Partisipasi m atat datan 0
an sarana dan prasar, 200
pasat {lokasi}
Juelah pembic: ifataan sarana dar 200
34
1500
ikanar Nusantara dan 35
at: [paket]
fumlah inovasi menu masakie b 35
i (pakel}
5
Sistem informasi pemasaran hasil perikanan 1
(paket)
Terfasilitasinya dukungan manajemen dan |Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 1
pelaksanaan tugas teknis lainnya teknis lainnya Divektorat Akses Pasar dan
Direktorat Akses Pasar dan Promosi Fromosi (dolumen)
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
Perikanan
Meningkatnya mutu dan diversifikasi
produk perikanan
Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia 5
1o
Fiit]
HE e
Bl
40
35
diversifikast produk penkanan {Lokasi)
jumlah kena sama pelaku usaha yang 300
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Fumaab lokas s dan prasaraia
pengolahar: hasil p 1A yang
dunanfaatkan dalam rengka memenuhi
standar muta dan diversifikas: produk

n {olasi}

25

tatnya e produk olaban hasil
rira perikazan terpadis

Lokas Hali it solabian hasit

nan tespadi {lokas:}

pertkznan d senira penk

can

Terfasilitasinya dukungan j
pelaksanaan negas teknis lainnya
Direktorat Bina Mutu dan Diversifikas:
Produk Perikanan

Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
Kelautan

Dukungan marajemen Direktorat Mutu dan

Diversifikass Produk Perikaran (Dokumen)

Meningkatnya mutu dan diversifikasi
produk kelautan

Jumiah UMKM produk kelautan yang dibina
(UMEM)

B0

Jumlah usaha besar produk kelautan yang

|dibina {usaha besar]

a0

Jumlah lokasi fasilitasi sarana dan prasarana

produl kelautan (lokasi)

50

Jumlah lokasi pemanfaatan sarana dan

40

prasavana produk kelautan (lokasi)

ah rancangan SN1 s dlalam

stan mutn dap div

(RSMT)

fikas produlk

SNI yawp diterapkan dalam pengs

i dlan dive

mu 51 procdul kels

[}

Nilai produk nonbi
Tritiur]

Jumlah lokasi pembinaan diversifikasi ragam

produk bisteknologi (lokasi)

Z0

Nilai produl bioteknologi kelautan (Rp. Miliar}

220

Terfasilitasinya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Bina Mutu dan Diversifikas:
Produk Kelautan

Hasil KP

dan Keberl; Usaha

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
telnis lainnya Divektorat Bina Mutu dan
Diversifikasi Produk Kelautan (dokumen)

Meningkatnya investasi dan usaha hasil
|kelautan dan perikanan

Data dan statistik usaha dan investasi hasil KP

yang akurat {dokumen)

Jumiah usaha hasil KP yang melakulan
kemitraan dalam rangka mendorong investasi
(unit usaha}

150

Jumlah UMKM hasil KP yang mendapat

pembiayaan {unit usaha)

500

Jumlah lembaga usaha hasil KP yang dibentuk
dalam rangka realisasi invetasi (lembaga

|usaha]

1]

Jumiah lembaga usaha hasil KP yang
ditingkatkan dan difasilitasi dalam rangka

realisasi invetasi (lembaga usaha)

600

Jurmnlahb pelaku usaha hasil KP vang mendapat
fasilitas pela elaku usaha)

Anan investasi

500

Jurmlab unit ussha basil KP yang melakukan
invesrasi (unit usaha)

100

Jumlah tenaga leerjz yang dibina dalam rangka
menuju usaha yang feasible (orang)

Terfasilitasinya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya

Direktorat Penpeinbangan Investas:

BOD

Dukuigan manajemen Direktorat
P bangan investasi {dok ]
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Pengujian Penerapan Hasil

Perikanan

Meninghatnya pengujian penerapan hasil

perikanan
Uji terap inovasi tekinologi hasil KP (ragam) 10
Uji terap inevasi pemasaran hasil KP (ragam]) 3
Jumlah penyiapan bahan RENI pengolahan dan 5
pemasaran {bahan RENI}
|Jumlah produk bersertifikat SNI {Produlc) 9
Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk (i)
perikanan (Data)
Jumlah UMKM yang terfasilitasi inkubasi 9
bisnis/pengembangan usaha (UMEM)
Masyarakat vang menerima informasi inovasi Z.000
|teknologi BEP2ZHP

Terfasilitasinya dukungan manajemen dan |Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 1

pelaksanaan tugas teknis lainnya BEPZHP |teknis lainnya BBPZHP (dokumen)

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
|Digen PDSKP

Tersedianya kebijakan pembangunan yang

% Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5
|efeltif
Terwujudnya ASN Ditjen PDSPKP yang Indeks kempetensi dan integritas 75
kompeter, profesional, dan
berkepribadian
Tersedia nanajemen pengetabuan Persentase unit ketja yang menera sistern s0
yang handal dar mudah diakses mangjemen pengeranuan yang terstandas (%)
Terwujudnya bivokrast KKP yang efekrif,  |Nitai kinerja reformasi birokrasi Ditjen BB
etisien, dan berorientasi pada layanan POSPEP
prima
Terkelolanya anggaran pembangunan Nilai kinerja anggavan Ditjen PDSPKP (%) Baik
secara efisien dan akuntabel (80-90)
Opini atas laporan keuangan Ditjen PDSPKP WTP
[PROGRAM FENGELOLAAN RUANG 177141
771
LAUT
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat  |Nilai tukar petambak garam 102
petambal: param
M katnya knalitas garaia rakyal wrseistase kualitas garam K1 terhadap total 1]
16
Terwnjudeya Kesejahteraan ) Faiakat 5
P
i
B
nggulga jawab, dan
17.1
15
Juitlahb kawasan pesisiv rusak yang pulik 55
kesnbali {lawasan)
Perairan laur NKRI yang memiliki dokumen 1
RN
Jurdab jasa kelauran yang dikelola untul 4
pengembangan ekonomi (ragamj
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Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan hlokasi kawasan laut dan wilayah pesisir 40
SDKP yang adil, berdaya saing, dan yang memiliki rencana zonasi dan/atau
berkelanjutan masterplan dan bisnisplan vang akan
ditetapkan menjadi peraturan perundangan
(kawasan)
Perlindungan dan Pemanfaatan
Kawasan Konservasi dan
|Keamkargggman Hayati Laut
M katnya pengelol kawasan
Fenambahan kuas kawasan konservasi (juta 0.6
fax)
Jjumlak kawasan konservasi perawae vang 28
ingkat kualitaslingkurg melalui
lunava penpelolagn efektif (kawasan)
Kawasan konservasi peraivan yvang difasilitasi 0
upaya pemanfaatannya untul penmghatanr
pendapatan masyarakat { kawasan)}
Terwujudnya pengelolaan jenis ikan jumlah keanekaragaman hayati faut yang 15
terancam punah yarg ddindungs, dilteduegn da dilestarikan {jenwis)
dilestarikan dan/aiaw dimaniaatkan
Terwupdoya jejaring/lremitraan kawasan [lmiah kemitraan kawasan konservas: yang 5
konservasi yang kung p {0l tukung pengelolaan efeksuf
efelktif (kelompok/‘masyarakat]
Terselenggaranya penatausahaan Persentase penatausahaan Direktorat KKHL 100
Direktorat KKHL yang tepat waktu yang tepat waltu (%]
Penat: dan P faatan Jasa
[Kelautan
Meningkatnya kualitas garam rakyat Persentase kualitas garam KP1 terhadap total [:11]
keseluruhan (%)
Terselenggaranya produksi dan usaha |
petambali garam rakyat
||um|ah luas lahan vang difasilitasi (ha) 26,000
| 11
Terwujudnya pemanfaatan air laut Jumiah kawasan yang dikelola untuk 13
nonenergl dan BMKT emanfaatan air laut nonenergi dan BMKT
Tertatanya pipa/kabel bawah laut untuk  [Jumlah kawasan alur laut yang ditata untuk 3
pengembangan ekonomi pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut
(kawasan)
Terwujudnya pengelolaan | wisata [Jumlah | vang dibangun sarana 3
hahari prasarana untuk wisata bahari (kawasan)
Terselenggaranya penatausahaan Persentase penatausahaan Direktorat JK yang 100
Direktorat JK yang tepat wakiu |tepat waltu (%)
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
|Benambalmya | di pulau-pul Jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun 5
kecil frerluar sarana prasarananya (pulau)
Terwujudnya p pulau-pul Jumiah pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang 20
kecil frerluar tertata lingkungannya dan tahan terhadap
bencana dan perubahan iklim (pulau)
Terwujudnya investasi di pulau-pulan kedl|Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan 10
dalam jang p bangan el i
(pulau)
Tervalidasinya pembakuan nama pulau Jumilah pulau kecil yang divalidasi pembakuan 500
lk_e.'l [namanya (pulau)
Revitalisasi masyarakat adat, tradisi Jumndah b itas masyarakat adat, tradisional 5
dan lokal (komunitas) dan lokal di PPK yang direvitalisasi
{komunitas)
Terselenggaranya penatausahaan Persentase penatausahaan Direktorat PPK 100
Direktorat PPK yang tepat waktu yang tepat waktu (%)
Pendayagunaan Pesisir
Terwujudnya kawasan pesisic yang Jumiah kawasan pesisiv yang direstorasi 5
direstorasi [kawasan]
Terwujudnya sarana dan prasarana di
kawasan pesisir
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Pty an SDKP yang profesionai dan
partisipatil

T

Persentase penyelesaian tindak pidaca KP
yarg disidik da 3
dipertanppeng

abkan sesuar poratirn

crindanm-undangan vans berlako

fumiah ka asilitasi ]
K ar Bfan sarana
shar: prasarananya (kawasan
fumilah kawasan pesisiv yang terfasilitasi 4
petgelolaatiya secara terpady {kawasan)
Terwijndnya ket I Juemiak kawasar: p yan meningkat 25
pesisit ketanggubannya (kawasan)
Rehabilitasi kawasan pesisis di pantura
Javra
jemiak kawasan di pesisic/pantura Jawa yang
direhabilitssi
- Bakau (Batang) 4,000,000
- Sabulk Pantai (ki) 15
- Rekayasa Hybrid (km) 50
Terselenggaranya penatausahaan Persentase penatausahaan Direktorat PP yang 100
Direktorat Pendayagunaan Pesisir tepat walktu (%)
|tepat waktu
Perencanaan Ruang Laut
Tersusunnya dokumen Rencana Tata Perairan laut NKRI yang memiliki dokumen 1
|Ruang Laut Nasional RTRLN
Tersusunnya rencana zonasi di wilayah Jumlah wilayah laut antarwilayah, KSN dan 29
laut, selat, dan teluk antarwilayah KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan)
melalui peraturan perundangan
Tersusunnya dokumen masterplan pulau- |Jumlah lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar 11
pulac kecil terluar (PPKT} yang memiliki dokumen Masterplan
Terevaiuasinya substansi dan akselerasi  |Jumdak proviesi yang memiliki rencana zonasi 10
legalitas doicimen REWEP3K ditetapian melalui peraturan perundatgan
Terevaluasinya substansi dan akselerasi  |Tersedianya data dan sistem informasi 15
legaiitas dokumen REW 3 perencanaan ruang iaut
Tersel ranya peratasakaar Persentase penatausabaan Direktorat PRL 100
Direlirorat PRL vang tepat waktu yarg repat waki (%))
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut
Terse.dtanya kebualcay petmbanglfar yang Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5
|efektif
Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan |Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <14%
profesional struktural dan fungsional lingkup Ditjen PRL
(%)
Tersedianya informasi yang valid, handal, [Indeks Pemanfaatan Informasi Ditjen PRL =75%
|dan mudah diakses |Berbasis T1 (%)
Terselenggaranya reformasi birokrasi
Nilai penerapan reformasi birokrasi Ditjen PRL A
Nilai SAKIP Ditjen PRL A
Terkelolanya anggavan p Nilai efisiensi anggaran Ditjen PRL =95%
|secara efisien
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 100
|kinerja pegawai Ditjen PRL (%)
Persentase pemenuhan layanan perkantoran 100
Ditjen PRL (%]
PROGRAM PENGAWASAN 2.033.50
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KP e
Terwujndnya kedavlatan dalam Persentase kepatuhan (romplicnce ) pelaka 73.0%
Ipergeiolaan STKP usaha K terhacap ke Uz peratusan
perundang-undangar yan,
Persentase cakapan WPPNR] yang diswas: GRA%
dari (UL fgfing dan kegiatan yang merusak
SO
Terscienggacanya perpecdalian dan B2.0%

www.peraturan.go.id




41-

2016, No.438

Persentase kataatan pelaku usaha perikanan di

wilayah perbatasan

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat

|&p

73.0%

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang
|menerima bantuan

Pengoperasian Kapal Pengawas

510 kelompok

Terselenggaranya Penga: WPPNRI

lah hari operasi kapal pengawas dalam

dari kegiatan /UL Fishing dan}
yvang merusak SDKP yang profesional dan
partisipatif

rangka peng; kegiatan /UL Fishing dan
merusak SDKP di WPPNRI

144 hari

Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam
rangka pengawasan kepiatan /WU Fishing dan

|merusak SDKP di WPPNRI

120 hari

Jumilah wilayah laut perbatasan yang diawasi
untuk mencegah nelayan pelintas batas

4 wilayah

awak kapal peng yang p

dan memenuhi kualifikasi

124 orang

Terselenggaranya pengelolaan

35 unit

Persentase penatausahaan Divektorat Kapal

di rasi dan penat: b

Direktorat Kapal Pengawas

Penanganan Pelanggaran Bidang
KP

Peng, yang tepat waktu

100%

tindak

dan penyel

pidaua KP yaog efeldif dan terpady

Penyelesaian lindak pidana KP vang disidik
dar dapat dipertarggungiawabiian sesusi
peraturan perundang-urdangan yang berlaku

B3 %

Persentase penyetesaian penanganan barang
barkti dan awak ikapal yang disidik dapat
dipettanggungiawablan sesual peraturan
perundanp-undangan vang berlaku

B5%)

Persentase tindak pidana KP vang selesai
disicik (P-21) yarg dapat dipantau proses
tindak lanjytova

Terlindunginya nelayan Ind
batas dan diduga melalulkan p

pelintas
CEL

B2%

ifasilitasi
si melakukan

Persentase nelayan Indonesia ya
p i va karena Leris

perikanan di negara lain

linias batas dap pelanggaran bidang perikanan
i negara lam

B2%

Kouvrditasi antaraparat penegak hukem
dalarn ranpka penyelesaian tindak pidana
Xp

TEIrAr nepara lain

tdaiineiintas batas ke p

mibak Foremn Koordinas: Penasgasan
rggaran Tindak Pidana Perikanan dan

yaung Terbent

34 provinei

4 "

tata dan iulort B3%
Tersediany yichi Pegawai Neger Sipd | amt Gl org
(PENE] Perikanan bam yang
Al aparat p H
meringlat kemampuan telmis di
K7
Jumiah aparat penegak hilum dz bidang {P Al oy
yang direkrut /ditingkatkan pengetahuan
teknis bidang KP
Terselenggaranya pengelolaan Persentase penatausahaan Direktorat 100%

rasi dan penat

Direktorat Penanganan Pelanggaran

Daya Kelautan

F Pelangparan yang tepat wakiu
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Terselenggaranya perpawasan Kawasan

B

korservasi dan ekosisten perairan yang

profesional dao partisipalif
Persentase kataatan pelako uszha 6
pemanfzatan kawasas konservasi per,
dan keanekaragamar: hayats laos &
peraturan perendang-undangan yang berlaku
1] B jenis
sesual peraturan pereadang-undangan vang
berialku
Terselenggaranya pergawasan pelalu Persentase ketaatan pelaku pemantzatan jasa 55%
tisaha jasa kelavtan dan sumber daya leesl terhadap b peraturain
noenbayali lainya yang profesional dan perundang-undangan yang berlaku
partisipatil
Terselenggaranya pergawasaan pelaku Persentase ketaatan pelaku usaha 35%
usaha pemanfaatan wilayah pesisiv dan permanfaatan pesisic terhadap ketentuan
pulau-pulay keol yvang profesienal dan peraturan perundang-undangan yang berlakon
partisipatil
Persentase ketaatan pelaku usaha )
pemanfaatan pulav-pulau kecil terhadap
k peraturan perundang. lang
yang beraku
Meningkatnya kesadaran masyarakat Juimiab wilayah yang diadakan sosialisasi 34
dalam p sumber daya kel peratiran dan meningkat ketastan dalam
\secara bertanepung javal: pemaciaatan SDXP {proviesit
Tersedianya Potisi Khusus Pengelolaan Jumlah Py Khusus Pengeiolaan Wilayah 100
Wilayah Pesisiv dan Pulau-Pulau Keeil Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kempeten
[POLSUS PWP3K] baru vang kompeten (orang}
Terselenggaranya pengelolaan Persentase penatausahaan Direktorat 100%
| rasi dan penat ! Peng Sumber Daya Kelautan yang tepat
Direktorat Pengawasan Sumber Daya waktu
|Kelautan
Pengawasan Pengelolaan Sumber
Daya Perikanan
93.37%
Haran Yany 5
partisipaiil
BEI9Y
BL.23%
LM

aluran perundang-u

Kelompok masyarakat peng,

vang
berperan akif dalam membantu

pengawasan SOKP

lah Kelompok Masyarakat pengawas yang
aktif dalam pengawasan SDKP

1.63%9 kelompok

dan Bomunikasi

teknolog infors
memadal, aperasional dan fecotes

Terselenggaranya pengelolaan Persentase penatausahaan Direktorat 100%
d rasi dan penat: ! Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang
Direltorat Pengawasan Sumber Daya tepat waltu
Perikanan
Feniamauan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan dan
Peningkatan Infrastruktur
Pengawasan
Terpenuhinya infrastrulitur, sistem
informasi, dan komunikasi pengawasan
SDKP terintegrasi dan tepat waktu
Jumlah sistem peagawasan SDKP berbasis 4 Sistem

|a. Regional Moritosing Center{RMC)

b Suear Keterangan Alerifas Transmittes
[(SKAT} on: fine

taf s

. Bislewn inleprasi
ah

Identification System (AiS)
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Jumlah pemenuhan sarana prasarana
pengawasan yang memadai secara akuntabel
dan tepat waktu

45

. Kapal Pengawas

- Tipe A, panjang » 50 meter

- Tipe B, panjang = 40 s.d 50 meter

- Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter

=1 5 (%] %)

- Tipe I, panjang = 20 s.d 30 meter

-Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter

b. Speedboat Pengawas

v

c. Kantor Penpawas

-

d. Dermaga kapal pengawas
e. Bangunan Operator
£, Gudang Barang Bukti

e
o|e

Gudang Lo Kapal Pengawas

h. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia

i Pos Pengawasan

j. Pesawat Patroli Pengawasan (Patrol Planes)

=l =0 =1 =]

k. Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal
Pengawas

=

L. Pusdal

Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan
pulau-pulan kecil yang dapat dipantau dan

|dianalisis

- Kawasan konservasi

18

- Kawasan pesisir dan pulau-pulau kedl

Persentase kapal perikanan yang taat terhadap
ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan

BO%

Persentase usaha budidaya dan pengolahan
ikan yang dapat dipantau

75%

Persentase penatausahaan Direktorat
Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan dan peningkatan
infrastruktur pengawasan yang tepat waktu

100%

[ S——— Manal

dan P;Iaksa naan T‘u}as Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

Tersedianya kebijakan pembangunan yang
|efektif

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

6,5

Terwujudnya ASN Ditjen PSDKP yang
kompeten, profesional, dan

berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas ASN Ditjen
PSDKP

<14%

Bal bangan SDM peng, vang

Z00 orang

PEIG
kompeten sesuai kebutuhan
|iumlah E abat fungsional pengawas SDKP

Giforang

Tersediznya manajemen pengetahuan
yang handal dan mudah diakses

Juinlah unit kerja yarg menerapkan sistern
manajemen pengerahuan yang terstandar (%)

=75%

Terwujudnya bivokrasi Ditjen PSDKP yang
efektil, efisien, dan berorientasi pada

layanan prima

Peninghkatan Nitai Kinerja Reformasi Birokrasi
linghup Digjen PSDKP

15]

Nilai SAKIP Ditjen PSDKP

Jumiah kerfa sama 1 dan inter
bidang pengawasan SDKP yvang disepakati

Terkelelanya anggaran pembangunan

Nilai kinerja anggaran linglup Ditjen PSDKP

Baik (80-50)

Jsecara efisien
Terpesthinya belanja aparatur dan Persentase pembavaran gaji dan tunjangan 100%
belanja operasional perkantoran kineria pegawai Ditjen PSGIP{%)
Persentase pemenuhan layanan perkantoran 100%
Ditjen PSDKP{% )
PROGRAM KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN 741.26
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pertumbubian PDB Perikanan (%] a

|&p

www.peraturan.go.id
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Terwujidnya kepatuban pelake usaha KP |Persentase kepatuhan (compiance ) pelaku 73
dalam eksporimpor, dan antararea usaha KP terhadap ketentuan peraturan
perundang undangan KP di wilayah
pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor, dan
an ea (95)
Penolakan ekspor hasil perikanan per negara s10
|m ;kasus] -
Terwujudnya pencegahan penyebaran
HPIK, p dafian mutu dan ki
Ihayali thian yang parlti.si;r-'ai!t', bertanggung Ut Pengolahan Tkan yang memenuh:
jawab. dan berkelanjutan 2 575
persyaratan ekspor {unit)
Presentase jumlah jenis penyakit ikan
karantina yang dicegah penyebarannya antar a4
zona (%)
Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan
besifat invasif melalui kajian analisis resiko 10
(jenis)
Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan
melalui sertfikasi karantina (%) 1038
Peml dan Py Sistem
Perkarantinaan dan Keamanan
[Hayati Tkan
Terselenggaranya pengendalian dan
peng sistem perkar
jaminan mutu, dan keamanan hayati ikan
|secara profesional dan partisipatif
Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah a0
|masuk kedalam wilayah RI (%)
Persentase penanganan kasus pelanggaran
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 95
yang diselesesailkan (%]
+ i 1t im‘;.a'.i vang 66
Havan, dan bersifat invasit
Terpetakannya sebaran penyalil than vang dipetakan dari penyebaran 239
Jlearanting penvakit &an karantica {fokas o
- X fumtab draft peraturan pem
Tersedianya kebifakan perkarantmaan, ™
3, dhan keamanan bayali ikan yang undangan nz:lan,‘.; pet u‘zrarsl‘hh:\nm_aa.\ 2
A - : keamanan bavati ikan yangdiselesaikan
partisipasif .
= = (dokurer) 4 4
Terseienggaranya sislem pe
dan peppendalian keamanan hayali fian
yARg sesuai standar
Tumlah 5::1.‘[1& atan ikaw ebspor yang 32,508
et ek stan L}
;fl!nfuh snmﬁk‘;:‘s sehatan Li.? ; 199,000
yang memenuhi standar (setifikat)
T ke instalasi karantina ikan milik pibak 230
ketiga vang layak untul ditetaphan (i} -
Turtlah pegara vang harmonis dalam standar
penerapan sistem perkaravtinaan ikan z
Meningkatnya UUP] vang mererapkan
CKIE 175
Terselenggaranya peratavsahaan b f ilase penatauszhaar Pusat Kramting lkan 0%
Karantina Ikan dan Keamanan Hayati lkan vang tepat waktu
(%)
P pan Sistem Jami Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
Terselenggaranya sistem pengendalian Persentase produk perikanan yang masulk ke
mutu dan keamanan hasil perikanan yang [dalam wilayah Rl yang sesual dengan 75
sesuai standar persyaratan mutu dan keamanan hasil
perikanan (%)

www.peraturan.go.id
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Lokas: peraran laul yang dipetakan dani
cemaran marine bitoxin dan logam berat
(iitasi)

Juelab Bnit Pengolahan Tkan yang teregistrasi
regara mitra (unit)

Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu
dan bahan berbahays (lokasi)

Limuty produk ekspor

Juimlah pelalu vsaka (UPT) yang meneraphan
sistem Faceability (1P

Meningkainya sectifikal jaminan muts
(HACCP) pada UP1

Sertifikasi penerapan sistem jaminan muly
(sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan lkan

Tersedianya kebijakan mutu dan
keamanan hasil perikanan yang
artisipatif

Jumiah draff peraturan perundangan
undangan bidang mutu dan keamanan hasil

perikanan yang diselesaikan (dokumen)

Terselenggaranya pengendalian dan
pengawasan sistem jaminan mutu dan
[ hasil perikanan secara

profesional dan partisipatit’

Persentase penanganan kasus pelanggaran
sistermn mutu dan keamanan hasil perikanan
yvang diselesesaikan (%)

95

Terselengaranya pen I

sertifikasi mutu

pusat

Persentase penatausahaan Pusat Sertifikasi
Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan yang tepat
wakttu (%)

100

Pengendalian Sistem
Perkarantinaan lkan, Mutu, dan

|Keamanan Hasil Perikanan

kerja sama perkarantinaan, keamanan
Jhavati ikan dan matu

Terselenggaranya sistem manajemen dan

Juinlak Unil Pela
menerapkan sistem manaje
9001 {unit)

Jurdab Bnit Pelaksana Teknis yang
mensrapkan sistem manajemen inspeksi 150
174020 (unit)

Jurnlah laboratecnim yang memenehi

persyaratan laboratorivmn penguji

Jumlah unit kerja lingkup otoritas kompeten
yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu

(unit kerja)

23

Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit
Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang
Imengikuu uji kompetensi {orang)

200

||umlah RSNI metode pengujian

Jumlah jenis pengujian vang dilakukan uji
banding

1.100

Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi

Jumlah negara yang harmoni/kerja sama
dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu, dan
k an hasil perikanan serta keamanan
hayati ikan (MoU/MRA/Approval)

35

Jumlah perjanjian kerja sama antarlembaga di
bidang perkarantinaan ikan, mutu, dan
keamanan hasil perikanan, serta keamanan

|hayati ikan

Jumlah kerja sama bilateral, regional,
multilateral di bidang perkarantinaan ikan,
muty, dan keamanan hasil perikanan, serta

|keamanan hayati ikan (paper)

Tersedianya kebijakan publik

Jdan keamanan hasil perikanan

perkarantinaan, keamanan hayati, mutu,

Jumlah kebijakan publik bidang
perkarantinaan ikan, yang diselesaikan
{dokumen)

Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan
keamanan hasil perikanan yang diselesaikan

(kebijakan)

Terselenggaranya sistem pengendalian
|dan pengawasan

www.peraturan.go.id
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Tingkat keberhasilan pengawasan di exif dan 73
an, oint wilayah perbatasan (%]
Terselengaranya penat: I pusat Persentase penatausahaan Pusat Standarisasi, 100
manajemen mute Kepatuhan, dan Kerja Sama yang tepat waktu
(%)
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan
Ter:sefitanya sebujalan. pembangunanyang Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 65

b

Kompetensi dan lntegritas lingkog

S0%,
Nitai kinetia reformasi bivelrasi BIPM BE
Nilai lineria anpparan BKIPM =95%
Lji apaiatuy rersentase pt‘:ll:lJayd: ail fajl danr Tunjangan W
R . b R oo i
bilanja operasiosal periastoran kin i 1
han layaran serkantoran
100

MENTER] KELAUTAN DAN PERIKANAN
REFUBLIK INDONESIA,

SUS PULJIASTUTI



